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PUTUSAN
Nomor 944/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili

perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara

cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kajuara, 10 Mei 1970, agama Islam,

pekerjaan honorer (guru SMP 4 Kajuara), pendidikan S1, tempat

kediaman  di  Linkungan  Pajalele,  Kelurahan  Awang  Tangka,

Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat  dan  tanggal  lahir  Jakarta,  04  April  1968,  agama

Islam,  pekerjaan tidak ada,  pendidikan SLTA,   dahulu  tempat

kediaman di di  Linkungan Pajalele,  Kelurahan Awang Tangka,

Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui

lagi  alamatnya  yang  jelas  di  wilayah  Republik  Indonesia,

sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon dengan  surat  permohonannya

tertanggal  14 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

944/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  melangsungkan  perkawinan

pada  tanggal  25  Nopember  1993,   yang  dicatat  oleh  Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celincing, Kota

Jakarta  Utara,  Propinsi  DKI  Jakarta,  sebagaimana  bukti  berupa

Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

B498/KUA.09.04.4/Pw.01/7/2019,  tertanggal  15  Juli  2019,  yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Celincing, Kota

Jakarta Utara, Propinsi DKI Jakarta. 

2.  Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal

bersama sebagai  suami-istri  selama 23  (dua  puluh  tiga)  tahun  9

(sembilan) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah Pemohon di

Kelurahan Bahagia,  Kecamatan Babelan,  Kota Bekasi,  terakhir  di

rumah Pemohon di Kelurahan Awang Tangka, Kecamatan Kajuara,

Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: Sitti

  Kholilah binti Imran alias Imron S.Pd, umur 24 tahun, 

  Imas Fitriani binti Imran alias Imron S.Pd, umur 19 tahun     

    Kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon.

3.  Bahwa awalnya  keadaan rumah tangga Pemohon dan  Termohon

rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2002 antara Pemohon dan

Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena: 

       a.Termohon boros dan sering berhutang tanpa sepengetahuan 

   b.Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon     

4.  Bahwa  sejak  bulan  Agustus  2017  Termohon  pergi  meninggalkan

Pemohon yang hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun tanpa izin

Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon

tidak  pernah  pulang  dan  tidak  pernah  kirim  kabar  serta  tidak

diketahui  alamatnya  yang  jelas  dan  pasti  di  wilayah  Republik

Indonesia;  
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5.  Bahwa dengan  keadaan  rumah tangga  seperti  dijelaskan  di  atas

Pemohon  sudah  tidak  memiliki  harapan  akan  dapat  hidup  rukun

kembali  bersama  Termohon  untuk  membina  rumah  tangga  yang

bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut  di  atas,  Pemohon

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis

Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini  berkenan  memutuskan  sebagai

berikut : 

PRIMER :

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon 

2.  Mengizinkan  Pemohon  (Pemohon)  untuk  mengikrarkan  talak

terhadap  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Watampone. 

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

 SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan  Pemohon telah

datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sebagaimana  relaas  panggilan kepada  Termohon  yang dibacakan

dipersidangan,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu

disebabkan suatu halangan yang sah. 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasihati  Pemohon agar

mengurungkan  niatnya  untuk  tidak  bercerai  dengan  Termohon,  akan

tetapi  Pemohon tetap  pada  dalil-dalil  permohonannya untuk  bercerai

dengan Termohon;

Bahwa perkara ini  tidak dapat  dimediasi  karena  Termohon tidak

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
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patut,  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

permohonan Pemohon  yang maksud dan isinya tetap dipertahankan

oleh Pemohon;

Bahwa untuk  menguatkan dalil-dalil  permohonannya, Pemohon

telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

B498/KUA.09.04.4/Pw.01/7/2019 yang  dikeluarkan  oleh  Kepala

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Celincing,  Kota Jakarta  Utara,

Propinsi DKI Jakarta, bertanggal 15 Juli 2019, telah bermeterai cukup

dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  dan  ternyata  cocok dengan

aslinya diberi kode P.;

B. Saksi-saksi:

1.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi  I,  umur 56  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  PNS  (guru),

tempat  kediaman  di  Kelurahan  Mattampa  Walie,  Kecamatan

Kajuara, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah

sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  Pemohon dan  Termohon

sebagai suami istri karena saksi saudar kandung  Pemohon;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon dan

Termohon tinggal  bersama membina  rumah tangga  selama 23

tahun lebih; 

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon

hidup rukun, dan telah dikaruniai  dua orang anak namun sejak

tahun 2002 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  bertengkar

karena  Termohon  sering  berutang  tanpa  sepengetahuan

Pemohon;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  penagih  datang

kerumah Pemohon dan Termohon untuk menagih Termohon;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah

tempat  tinggal  selama  2  tahun  karena  Termohon  pergi

meninggalkan  pemohon  tanpa  izin  Pemohon  dan  selama

kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak

pernah mengirim kabar beritanya kepada Pemohon.

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi  II,  umur 60  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  PNS  (guru),

tempat  kediaman  di  Kelurahan  Awang  Tangka,  Kecamatan

Kajuara, Kabupaten Bone telah memberikan keterangan di bawah

sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  Pemohon dan  Termohon

sebagai suami istri karena saksi Saudara kandung Pemohon;

- Bahwa  setelah  menikah  Pemohon dan

Termohon tinggal  bersama membina  rumah tangga  selama 23

tahun lebih; 

- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon

hidup rukun, dan telah dikaruniai  dua orang anak namun sejak

tahun 2002 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  bertengkar

karena  Termohon  sering  berutang  tanpa  sepengetahuan

Pemohon;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  penagih  datang

kerumah Pemohon dan Termohon untuk menagih Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah

tempat  tinggal  selama  2  tahun  karena  Termohon  pergi

meninggalkan  pemohon  tanpa  izin  Pemohon  dan  selama

kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah kembali dan tidak

pernah mengirim kabar beritanya kepada Pemohon

- Bahwa saksi sering menasehati Termohon agar

tidak  berutang  namun Termohon  tidak  memperdulikan  nasehat

saksi.

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut
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dan  menyampaikan  kesimpulan  Pemohon  yang  pada  pokoknya

menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan  Termohon. 

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini

ditunjuklah berita  acara  sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  upaya  penyelesaian  sengketa  antara

Pemohon  dan  Termohon  melalui  mediasi,  tidak  mungkin  dilakukan

karena  pihak  Termohon  tidak  pernah  hadir  di  persidangan  walaupun

telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut,  sehingga  ketidak  hadiran

Termohon  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk

pengakuan  atas  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  namun  dengan

mengingat  perkara  ini  adalah  perkara  perdata  khusus  tentang

perceraian  serta  untuk  menambah  keyakinan  majelis,  maka  seluruh

dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang

harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti  surat (P) dan 2 orang saksi di

muka sidang.

Menimbang,  bahwa  alat  bukti  P yang  diajukan  oleh  Pemohon

tersebut  majelis  menilai  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil

sebagai  akta  otentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon

telah dan masih terikat  dalam hubungan hukum sebagai  suami  isteri

yang   sah sesuai  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 jo.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.
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Menimbang, bahwa selain bukti “P” tersebut, Pemohon juga telah

mengajukan bukti dua orang saksi, yang telah disumpah di persidangan,

yang  pada  pokoknya  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut  telah

saling  bersesuaian  dan mendukung  dalil-dalil  permohonan  Pemohon

yang mana para saksi  Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan

Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai  2

orang anak namun sejak tahun  2002 Pemohon dan Termohon tidak

sering cekcok karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan

Pemohon dan bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2

tahun  karena  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  tanpa  izin

Pemohon dan selama kepergiannya tersebut,  Termohon tidak pernah

kembali dan tidak pernah mengirim kabar beritanya kepada Pemohon.

Menimbang,  bahwa  terhadap  saksi-saksi   tersebut  majelis

menilai  bahwa  telah  memenuhi  syarat  formil  sebagai  saksi  dan

keterangannya  memenuhi  syarat  materil  sehingga  kesaksian  kedua

saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-

saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut : 

- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  terikat

perkawinan sah sejak tanggal 25 November 1993;

- Bahwa Pemohon dan Termohon  awalnya hidup

rukun dan harmonis  hingga dikaruniai 2 orang anak namun sejak

tahun 2002 Pemohon dan Termohon sering cekcok;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah  berpisah

tempat tinggal selama 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan

Pemohon;

- Bahwa  Termohon  tidak  pernah  kembali

menemui  Pemohon  dan  tidak  pernah  mengirim  kabar  beritanya

kepada Pemohon.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,

majelis  hakim  berpendapat  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon
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dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa karena keduanya sering

bertengkar dan bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam tenggang

waktu  yang  cukup  lama  yakni  2  tahun  dimana  Termohon  pergi

meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali menemui Pemohon

dan selama berpisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi sehingga

dengan keadaan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut

menunjukkan antara Pemohon dan Termohon  tidak ada harapan  untuk

rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  dengan  adanya  percekcokan  secara  terus

menerus yang dibarengi  dengan perpisahan tempat tinggal  selama 2

tahun  tersebut  adalah  merupakan  indicator  bahwa  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  lagi,  sebab  hidup

bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  rumah  tangga  bahagia

sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena

itu  fakta  hukum adanya  pertengkaran  dan  perpisahan  tempat  tinggal

selama 2 tahun secara terus menerus merupakan bentuk penyimpangan

dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri

utuh  kompak  dalam segala  aktivitas  kehidupan  rumah tangga  bukan

dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga

Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan. 

Menimbang, bahwa  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

dan  atau  keluarga  yang  sakinah,  penuh mawaddah dan rahmah (vide

Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam)  tidak  lagi  terwujud   dalam  rumah

tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan

Termohon  seperti  terurai  di  atas  ternyata  kedua  belah  pihak  sudah

kehilangan makna dan hakikat  sebuah perkawinan dimana Pemohon

dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai sehingga jalan yang
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paling  aman  untuk  mengakhiri  konflik  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah

berusaha  secara  maksimal  menasihati  Pemohon  agar  tetap

mempertahankan  rumah  tangganya  namun  ternyata  tidak  berhasil

karena  Pemohon  tetap  bersikeras  untuk  bercerai,  sehingga  majelis

hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada

harapan untuk dapat rukun  dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang,  bahwa berdasarkan hal-hal  tersebut di  atas maka

permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

huruf  (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau

Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

     Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  dan  karena  permohonan Pemohon  sudah  terbukti,  maka

permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  majelis  hakim  perlu  mengemukakan  dalil

syar’i/doktrin  ulama  yang  sesuai  dengan pendapat  majelis  hakim

sebagai  berikut sebagaimana  dalam  Kitab  Ahkam  Al-Qur'an  juz  II

halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم ل حق له  

Artinya:  "Barang  siapa  yang  dipanggil  hakim  muslim  untuk

menghadap dipersidangan,  kemudian ia  tidak menghadap

maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”. 

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum

dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang majelis mengambil

alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

بينة            عليه كانت إن جائز الغائب على القضاء
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Artinya:  Memutuskan  perkara  terhadap  Termohon  yang  tidak  hadir

adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)   Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah

dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

 Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil

secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadap di  persidangan,  tidak

hadir;
2.Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Pemohon)

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di

depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk

membayar biaya  dalam perkara  ini  sejumlah  Rp  506.000.00 (lima

ratus enam ribu rupiah);

Demikian  putusan ini dijatuhkan oleh  Majelis  Hakim Pengadilan

Agama  Watampone,  pada  hari  Rabu tanggal  18  Desember 2019

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiu Akhir 1440 Hijriyah, oleh

kami Dra.  Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M. H.

dan  Drs.  Abd.  Rasyid, M.H.  masing-masing  sebagai  hakim  anggota,

dibantu  oleh  Dra. Hj.  Samsang sebagai  Panitera  Pengganti  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan  dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

                Dra. Siarah, M.H.

Ketua majelis,                           

Dra.  Hj. Dzakiyyah, M.H.
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Hakim anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 390.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00

J u m l a h : Rp 506.000,00

(lima ratus enam ribu rupiah).
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